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PENDAHULUAN

Dalam pengembangan sumber daya manusia skala prioritas dan pilar utama dalam

pembangunan nasional adalah melalui sistem pendidikan nasional, seperti yang digariskan secara

tegas dan komprehensif dalam Undang-undang SPN Nomor 20 tahun 2003, tujuan pendidikan

nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia lndonesia

seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadapat Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi

pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang

mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Kegagalan maupun

keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan ditentulan oleh faklor-faktor diterminan dalam pendidikan,

yaitu komponen-komponen pendidikan. Salah safu komponen pokok dan mempunyai posisi yang

sangat penting dalam pendidikan adalah kurikulum. Berkaitan dengan posisi alau kedudukan kurikulum

dalam pendidikan, Nana Syaodih Sukmadinata (2008:3), mengemukakan bahwa: "kurikulum

merupakan syarat yang absolut (mutlak) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

pendidikan'. lni berarti bahwa kurikulum yang dikembangkan perlu menjadi fokus perhatian yang serius

dan didisain secara sungguh-sungguh dan matang agar mempunyai relevansi yang signifikan untuk

mencapai tujuan pendidikan.

Mohammad Ansyar (1988:17), bahwa "kurikulum merupakan cetak biru pendidikan, dan pada

hakekatnya adalah 'rohnya'pendidikan berupa sebuah program yang didisain dengan baik berisi

pengalaman belajar yang dibutuhkan dan yang perlu dimiliki oleh anak dalam rangka mencapai

kompetensi hidup, baik bagi tujuan individu, masyarakat dan bangsa. Mendisain kurikulum tidak dapat

dilakukan secara sembarangan, tetapi seyogyanya dilakukan berdasarkan teori dan strategi

pengelolaannya yang sudah dikonseptualisasikan dan dilaksanakan secara teliti dan hati-hati, serta

berdasarkan penelitian yang mendalam agar reformasi dan inovasi tidak sia-sia atau bahkan

menimbulkan masalah baru yang cukup mendasar untuk dipecahkan di kemudian hari. Selain itu,

kebilakan para pengelola pendidikan tentang pengelolaan pendidikan dan kurikulum yang bersifat

sentralistik tidak lagi tepat dan populer digunakan. Beberapa tahun terakhir seiring dengan tuntutan

reformasi dan demokratisasi di bidang pendidikan berubah menjadi desentralistik. Kondisi demikian,

sebagai implementasi dari Undang-undang Rl Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang

secara substantif memberikan peluang bahkan kewenangan kepada daerah, dan kepada institusi

pendidikan untuk menetapkan sendiri kebijakan-kebijakan pendidikannya termasuk yang berkenaan

pengembangan kurikulum dan kegiatan pembela.jaran secara proporsional. Walaupun daerah dan

instifusi pendidikan memiliki peluang dan diberikan kewenangan untuk mengelola pendidikan dan

membuat kepulusan tentang kurikulum, seperti kurikulum mualan lokal sebagai wujud kearifan



terhadap potensi lokal, maka standar nasional pendidikan yang diamanatkan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tetap menladi pedoman dan acuan pokok.

Muatan lokal dalam kurikulum pada dasamya dilandasi oleh kenyataan bahwa lndonesia

memiliki beraneka ragam potensi dan kondisi, seperti keragaman kondisi alam dan kondisi sosial-

budaya yang berbinekha tunggal ika. Selanlutnya dalam pengembangan kurikulum muatan lokal perlu

memberikan wawasan yang luas pada peserta didik tentang karakteristik dan kekhususan yang ada di

lingkungannya. Berkaitan dengan ini, Mannheim (1954:74), menegaskan bahwa "apa yang dipelajari

peserla didik hendaknya hal-hal yang juga terdapat di lingkungan sekitamya'. Pemikiran tersebut

menggambarkan pentingnya peserta didik mengenal dan memahami lingkungannya, seperti yang

ditegaskan oleh Depdikbud (1987:4), bahwa "kurikulum muatan lokal pada dasamya membentuk

peserta didik menjadi akrab dengan lingkungannya dan terhindar dari keterasingan terhadap

lingkungannya sendiri'. Pendapat di atas, memberikan makna bahwa pengenalan dan pemberian

pemahaman kepada peserta didik terhadap lingkungannya amat penting, bahkan harus dilakukan

sehingga pada gilirannya mereka memiliki 'kearifan lokal'. Pengenalan dan pemahaman keadaan dan

potensi lingkungan alam, sosial dan budaya kepada bangsa lndonesia harus dimulai sedini mungkin

pada usia pra-sekolah sampai ke perguruan tinggi. Dalam penyelenggaraan pendidikannya,

diharapkan pemerintah menghidupkan secara sepenuh hati semangat senhalistik menuju

desenkalistik. Pertanyaan muncul, seperli; apa itu sentralistik dan desentralistik; mengapa perlu

sentralisistik menuju desentralistik; bagaimana pelaksanaannya dan beberapa pertanyaan lainnya yang

dapat dimunculkan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab melalui bahasan berikut ini.

DARI SENTRALISTIK MENUJU DESENTRALISTIK

Pengembangan kurikulum dalam sistem pendidikan dan pengelolaan yang bersifat sentralistik

menekankan kepada penyeragaman dokumen kurikulum maupun implementasinya. Zais (1976:.M7-

448), menamakan pengembangan kurikulum seperti itu dengan The administntive model, Seperti yang

telah dilelaskan pada bagian terdahulu, dalam pengembangannya inisiatif dan gagasan pegembangan

datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Selanjutnya,

pihak pemerintah melalui birokrasinya menetapkan berlakunya kurikulum tersebut dan memerintahkan

sekolah-sekolah unfuk melaksanakan kurikulum tersebut. Model pengembangan kurikulum tersebut

merupakan model paling lama dan paling banyak dikenal dalam dunia pendidikan di berbagai Negara.

Berkaitan dengan itu, H.A.R Tilaar (2002:30-31), menyebutnya dengan model pengembangan

kurikulum satu arah (model linier). Model linler ini bermuara dari pemerintah pusat dan mengalir ke

daerah. Dalam pengembangannya model ini tidak berakar kepada kebutuhan daerah karena

ditentukan oleh safu kekuasaan yang terpusat. Segala sesuatunya dialur secara uniform, setiap



perubahan atau perbedaan dalam implementasinya dianggap suatu kesalahan atau penyelewenangan

yang tidak dapat ditolerir. Model pengembangan kurikulum ini, cukup lama berlangsung di lndonesia

sebagai konsekuensi logis dari sistem pendidikan yang sentralistik, tepatnya selama masa

pemerintahan orde baru.

Mencermali model pengembangan kurikulum dalam pengelolaan pendidikan yang menganut

sentralistik seperti yang dikemukakan oleh kedua pakar di atas, kelihatannya mengandung kelebihan

dan kekurangan. Dilihat sebagai sebuah produk, kelebihannya adalah: (1) model ini disusun dan

dikembangkan oleh tim dan para ahli yang berpengalaman dan pe.jabat yang berkompeten; (2)

keseragaman kurikulum akan memudahkan monitoring dan penilaian untuk melihat keberhasilannya

secara nasional. Sedangkan kelemahannya adalah: (1) pengembangan kurikulum seperti ini, tidak

selalu segera berialan dengan lancar, sebab menuntut kesiapan dan persiapan yang matang dari

pelaksananya, terutama guru{uru dan pihak-pihak yang terkait dalam mengimplementasikan

kurikulum tersebut. Mereka perlu mendapatkan pefunjuk-petunjuk dan penjelasan bahkan peningkatan

pengetahuan dan keterampilan, sehingga kebutuhan akan adanya penalaran sering tidak dapat

dihindarkan; (2) memerlukan biaya yang cukup besar untuk uji coba, untuk monitoring dan evaluasi

serta unfuk pengawasan; (3) akan mematikan kreatifitas, inovasi dan produktiftas pribadi, masyarakat

maupun daerah; (4) masyarakat semakin lama semakin lauh dan semakin terlempar dari kebudayaan

dan lingkungannya, sehingga peranan keluarga, masyarakat terlepas dari praksis pendidikan; (5)

kurikulum menjadi semata-mata alat kekuasaan oleh birokrat atau dipolitisasi oleh golongan elit; (6)

masyarakat dan daerah bukannya menjadi berdaya tetapi diperdayakan oleh sistem otoriter

kekuasaan.

Mencermati kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh model pengembangan kurikulum

dalam pngelolaan pendidikan yang beaifat sentmlistik tersebut, penulis berpendapat bahwa

kelemahan-kelemahannya sangat dominan dan berdampak sangat komplikasi dalam dunia pendidikan.

Sentralisasi pengelolaan pendidikan yang selama ini diterapkan telah menyebabkan kemampuan

daerah dalam mengurus pendidikan kurang berkembang sehingga meniadi kendala bagi mutu

pendidikan nasional. Pendapat ini, memberi isyarat bahwa model pengembangan kurikulum yang

berpijak pada sistem sentralistik tidak tepat dan tidak layak lagi mendapat tempat untuk berkembang

dan dikembangkan seiiring dengan tuntutan reformasi yang melanda kehidupan bermasyarakat dan

bemegara selak dimulainya masa reformasi.

Salah satu, implikasi dari tuntutan reformasi adalah lahimya Undang-undang Nomor 22 tahun

'1999 tentang otonomi daerah dan Undang-undang Nomor 25 tentang perimbangan keuangan pusat

dan daerah. Kedua Undang-undang ini pada hakekatnya adalah berisi desenkalisasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah



untuk memberikan pelayanan umum dalam kerangka menyelenggarakan Otonomi Daerah. Salah safu

pelayanan umum pemerintah daerah kepada masyarakat adalah bidang pendidikan, sehingga muncul

kebijakan desentralisasi pendidikan. Desenhalisasi pendidikan menurut Soemarto dan Akdon (2004),

merupakan pendelegasian wewenang penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah. Sifuasi seperti ini akan membawa dampak pada penataan sistem pendidikan

(organisasi penyelenggara, kurikulum, penataan sumberdaya manusia, pendanaan, sistem

pengelolaan sarana dan prasarana) di daerah. Sungguhpun demikian, desentralisasi pendidikan ini

tidak berarti menciutkan substansi pendidikan menjadi bersifat lokal dan sempit serta akan menjadikan

orientasi pendidikan bersifat primordial yang dapat menumbuhkan sentimen kedaerahan. Karena harus

tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan

pembangunan nasional.

Bertolak dari uraian tentang desentralisasi pendidikan, model pengembangan kurikulum yang

relevan dengan karakteristik desentralisasi pendidikan adalah yang bersifat "buttom- up'. Zais

(1976:44M51), menamakan dengan lhe Grass Roofs Model dan The Denonstmtbn Model Seperli

dikemukakan sebelumnya, pada padasamya model pengembangan ini merupakan 'lawan' dari model

adninistrative alau model linear. lnisiatif dan upaya pengembangan kurikulum, bukan datang dari atas

tetapi dari bawah, yaitu guru{uru, sekolah maupun daerah. Lebih jauh Zais (1976), menjabarkan

bahwa grass roots dan dernonstration mungkin hanya berlaku untuk bidang studi tertentu atau sekolah

tertentu, tetapi mungkin pula dapat digunakan untuk bidang studi seienis pada sekolah lain, atau

keseluruhan bidang studi pada sekolah atau pada satu daerah. Pengembangan kurikulum yang bersifat

desentralisasi ini, memungkinkan terjadinya kompetisi di dalam meningkatkan mutu pendidikan di

sekolah dan di daerah, yang pada gilirannya akan melahirkan manusia-manusia yang lebih mandiri,

kreatif, inovatif dan produktif dan memiliki kearifan lokal. Model ini berpotensi untuk menghindari

ketidak sesuaian program dengan situasi dan kondisi lapangan atau kondisi daerah, karena upaya

pengembangan kurikulum berasal dari pihak yang merasakan, mengalami dan memahami langsung

keadaan dan kebutuhan lapangan atau kebutuhan daerah, sehingga masalah relevansi dalam

pendidikan dapat dipecahkan melalui model ini. Walaupun demikian H.A.R Tilaar (2002:32),

mengingalkan bahwa model akar rumput ini merupakan model yang idealistis, tetapi bukan tanpa

"bahaya'. la mensinyalir bahwa suatu bangsa yang besar dan dalam area geogralis yang begitu luas

dan beragam, model ini akan mengandung unsur-unsur egosisme atau kelompok. Masing-masing

kelompok atau suku atau daerah akan terkurung dan terhimpit dalam kelompoknya sendiri. Sikap

seperti ini lama-kelamaan akan melunturkan rasa peBatuan sebagai bangsa lndonesia. Lebih lauh,

ditegaskan oleh H.A.R lilaar (2002:32), bahwa "model akar rumput dapat kehilangan orientasinya

apabila sentimen primordialisme berkembang tanpa kendali, dan akan meniadi ancaman bagi Negara



Kesatuan Republik lndonesia (NKRI)'. Pendapat tersebut perlu diantisipasi, karena terbuka peluang

menjadi kenyataan tetap ada, namun demikian dapat dipastikan tidak akan teriadi apabila dalam

mengembangkan kurikulum tetap berpijak atau mengrcu pada kerangka pencapaian tujuan nasional

yang telah digariskan dan "rambu+ambu' pendidikan nasional berupa standar nasional pndidikan.

Dalam kaitannya dengan kekhawathan H.A.R Tilaar di atas, sebagai langkah antisipasi Nuril Huda

(1999:27), lelah mengingatkan bahwa fungsi koordinasi dan pengendalian pemerintah pusat masih

perlu diperkuat, sehingga penyimpangan yang dapat mengancam integritas bangsa dapat dihindarkan.

KURIKULUM MUATAN LOKAL SEBAGAI IMPLEMENTASI DESENTRALISASI PENDIDIKAN

Pengenalan dan pemahaman kondisi dan ptensi local tersebut penting sedini mungkin

dilakukan melalui kurikulum di sekolah agar peserta didik lebih mengenal dan memahami

lingkungannya. Segala keputusan yang diambil berkaitan dengan penyusunan pengembangannya

diserahkan kepada satuan pendidikan atau kepada daerah. lnilah sesungguhnya yang menjadi inti dari

tindak lanjut atau implementasi dari pengelolaan pendidikan yang menganut sistem desentralisasi

dalam pendidikan. Pada sistem ini, sekolah atau daerah memiliki ful/ atulhority and responsibilit{

dalam memilih dan menetapkan kurikulum beserla perangkatnya sesuai dengan visi, misi dan tuluan

satuan pendidikan dalam kerangka tujuan pendidikan nasional. Sistem pengembangan yang

sentralistik tampaknya tidak dapat dipertahankan lagi secara ketat. Karena pengembangan kurikulum

yang demikian tidak terlepas dari sejumlah kerugian. Berkaitan dengan pikiran itu Aziz Wahab

(1990:34), mengemukakan; ..... senlralisasi yang begini ekstdm cenderung melumpuhkan inisiatif para

guru, murid dan pengawas dan membuat mereka selamanya mengharapkan bimbingan dari Jakarta,

namun nyatanya bimbingan itu tidak efesien dan efektif. Untuk itu perlu adanya pengkajian secara

cermat dan mendalam melalui penelitian tentang pengembangan kurikulum yang benarawasan muatan

lokal. Menurut Mohammad Fachri Gafar (1990), kehadiran kurikulum muatan lokal mempunyai makna,

paling tidak ditinlau dari tiga dimensi, yaknii dimensi isi kurikulum, peserta didik dan kemanfaatan

kurikulum. Ditinjau dari dimensi isi kurikulum, maka kehadiran kurikulum muatan lokal merupakan

upaya untuk memfungsikan berbagai potensi daerah menjadi bahan pelajaran. Dad dimensi peserta

didik, maka kurikulum muatan lokal menjadikan mereka merasa satu dengan lingkungannya. Hal ini

pada akhimya dapat menghasilkan tenaga terdidik yang memiliki rasa kewajiban moral yang tinggi

terhadap lingkungannya. Selain itu, dari dimensi kemanfaatan kurikulum adalah akan mendorong

terbinanya kemandirian dalam memilih altematif terbaik kuntuk memecahkan masalah setempat,

menlawab tuntutan nasional bahkan tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi. Tentang kurikulum

muatan local ini, dalam Undang-undang Rl. Nomor 20 Tahun 2O03,ditegaskan bahwa kurikulum

muatan lokal di sini tidak lagi sekedar upaya mengintegrasikan potensi daerah ke dalam mata



pelajaran yang sudah ada, melainkan merupakan program tersendiri di luar kurikulum yang bermuatan

nasional. Secara umum muatan lokal bertuluan unluk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan

dan sikap hidup kepada peserta didik agar memiliki wawasan dan pemahaman yang mantap tentang

lingkungan dan masyarakat sesuai dengan nilai yang berlaku di daerahnya dan potensi daerahnya

untuk mendukung kelangsungan kehidupannya, kelangsungan pembangunan daerah serta

kelangsungan pmbangunan nasional. Depdikbud (1987:4), mengemukakan bahwa kurikulum muatan

lokal bertujuan agar: (1) bahan pengajaran akan lebih mudah diserap oleh peserta didik; (2) sumber

belalar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan; (3) peserta didik lebih

mengenal kondisi alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya yang terdapat di daerahnya; (4)

peserta didik dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya; (5) peserta didik dapat

menolong orangfuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebufuhan hidupnya;

(6) peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya untuk

memecahkan masalah yang ditemukan di sekitamya; (7) peseda didik menladi akrab dengan

lingkungannya dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri. Lebih lanjut menurut E.

Mulyasa (2007: 274), *cara khusus muatan lokal bertuluan agar peserta didik (1) mengenal dan

menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya; (2) memiliki bekal kemampuan

dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun

lingkungan masyarakat pada umumnya; (3) memiliki sikap dan prlakukan yang selaras dengan nilai-

nilai /afuran-aturan yang bedaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur

budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Bertitik tolak dari tujuan, dapat disimpulkan bahwa kurikulum muatan lokal pada hakikatnya

adalah untuk menjembatani peserta didik dengan lingkungannya melalui pengenalan dan pemahaman

sampai dengan pemberian keterampilan fungsional. Keterampilan fungsional adalah keterampilan yang

berguna untuk memberikan bekal kepada peserta didik agar dapat memenuhi kebufuhan hidupnya

sendiri. Di samping itu, dengan bekal kelerampilan fungsional temebut peserta didik dapat menolong

orang tuanya, menolong masyarakat dan mampu memecahkan persoalan yang dihadapinya pada saat

ini dan masa yang akan datang. Untuk mewuludkan itu, diperlukan adanya pemberian kesempatan dan

keleluasaan kepada daerah atau sekolah untuk menyusun kurikulumnya. Kesempatan dan keleluasaan

yang diberikan ini tentu saja tidak mengurangi kurikulum yang bermuatan nasional yang telah

ditentukan dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan. Selanjutnya

menurut H.A.R Tilaar (2002), dengan muatan lokal diharapkan dapat mengembangkan sumberdaya

alam dan tenaga manusia yang terdapat di daerah setempat serta dapat dimanfaatkan untuk

kepentingan pembangunan daerah. Namun demikian, yang perlu mendapat perhatian dan

pertimbangan yang cermat serta hati-hati adalah dengan adanya kurikulum muatan lokal bukanlah
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